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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG
NOMOR 232 TAHUN 2022
TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a.bahwa  sesuai dengan surat permohonan Perubahan nama

Mengingat

mnbagndnnamaYayasanpadalszpemmnnl/
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari
Ni Luh Eka Deviyani, S.Sos./Ketua Yayasan Widya Gir,
No.04/YWG/DS/PLG/2022 tanggal 27 Juni 2022, dari nama
PAUD Hindu Dharma Sastra menjadi TK Hindu Dharma Sastra
dan dari Yayasan Spiritual Dharma Sastra menjadi Yayasan
Widya Giri yang disertakan d ) Surat Rel dasi Kepal
UPT. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan
Petang Nomor 421.11/ 130/UPT. Disdikpora, tanggal 28 Juni
2022, beserta lampiran-lampirannya;

b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survei Nomor
28/PAUD—PNF/VII/2022, hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022
terhadap Operasioanal/ Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan
pendidikan;

c. bahwa berd kan pertimb sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas

izin O ional

Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga P
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

. 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Kesejal
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4235), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
ZMSNom?B,TmmnmbﬁuNmmhﬂkw
Nomor 4301);









